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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia, berfungsi sebagai tempat 
bermukim maupun untuk kegiatan usaha (faktor produksi) dan karena itu perlu 
diciptakan suatu kepastian hukum bagi setiap pemegang hak atas tanah 
maupun bagi masyarakat umum, melalui suatu proses pencatatan secara 
sistematis atas setiap bidang tanah baik mengenai data fisik maupun data 
yuridis, dan kegiatan semacam ini dikenal dengan sebutan pendaftaran tanah.1 
Kegiatan pencatatan atas sebidang tanah ini dilakukan oleh Pejabat  Pembuat 
Akta Tanah (PPAT). 
Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang 
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PP 
Jabatan PPAT) dalam penjelasan ketentuan umum PP ini dilakukannya 
perubahan guna dalam rangka mendukung program kebijakan deregulasi 
bidang agraria atau pertanahan dalam rangka percepatan pelaksanaan Paket 
Kebijakan Ekonomi Pemerintah. Dalam peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2006 ini adapun perubahan yang dilakukan yaitu: 
1. Persyaratan untuk dapat diangkat PPAT antara lain:  
a. usia calon PPAT; dan  
b. kewajiban magang sebelum calon PPAT di angkat.  
2. Penambahan masa kerja PPAT semula 65 (enam puluh lima) tahun 
dapat diperpanjang menjadi 67 (enam puluh tujuh) tahun.  
																																								 																					
1  Reza Febriantina, Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Pembuatan Akta 
Otentik, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, Hlm. 1. 
3. Penambahan jenis pemberhentian terhadap PPAT.  
4. Perluasan daerah kerja semula 1 (satu) wilayah kerja 
kabupaten/kota menjadi 1 (satu) wilayah kerja provinsi.  
5. Penambahan larangan rangkap jabatan. 
Terkait perubahan tersebut tidak lepas dari adanya kekurangan dalam 
peraturan pemerintah ini, sebut saja daalam PP ini dilakukannya penambahan 
jenis pemberhentian PPAT yaitu adanya pembanbahan perhentian sementara 
PPAT.   dalam Pasal 10 ayat (4) menyebutkan bahwa, PPAT diberhentikan 
sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena: 
a. Sedang dalam pemeriksaan pengadilan sebagai terdakwa suatu 
perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman kurungan atau 
penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau lebih berat;  
b. Tidak melaksanakan jabatan ppat secara nyata untuk jangka waktu 
60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah;  
c. Melakukan pelanggaran ringan terhadap larangan atau kewajiban 
sebagai PPAT;  
d. Diangkat dan mengangkat sumpah jabatan atau melaksanakan tugas 
sebagai notaris dengan tempat kedudukan di kabupaten/kota yang 
lain daripada tempat kedudukan sebagai PPAT;  
e. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;  
f. Berada di bawah pengampuan; dan/atau  
g. Melakukan perbuatan tercela. 
Terkait dengan jangka waktu pemberhentian sementara dalam PP Nomor 
24 Tahun 2016 hanya disebutkan dalam Pasal 10 ayat (5) yaitu PPAT yang 
diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berlaku 
sampai ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
Pasal 10 ayat (6) menjelaskan bahwa pemberhentian PPAT karena dimaksud 
pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan setelah PPAT yang 
bersangkutan diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri kepada 
Menteri. Pasal 10 ayat (7) menjelaskan bahwa PPAT yang berhenti atas 
permintaan sendiri dapat diangkat kembali menjadi PPAT. Sedangkan Pasal 
10 ayat (8) menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pemberhentian PPAT diatur dengan Peraturan Menteri (selanjutnya disebut 
dengan Permen).Salah satu sebab-sebab Notaris dapat diberhentikan 
sementara adalah melakukan perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam 
Pasal 10 ayat (4)  huruf g, namun dalam PP Jabatan PPAT tidak dijelaskan 
sama sekali mengenai perbuatan tercela yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 
10 ayat (4) huruf g yang dapat mengakibatkan pemberhentian sementara bagi 
Notaris. Berbeda dengan ketentuan melakukan perbuatan tercela dalam huruf 
g, ketentuan mengenai pelanggaran ringan dijelaskan dalam penjelasan PP 
Jabatan PPAT. 
Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti berpendapat adanya 
kekaburan hukum hukum mengenai perbuatan tercela dalam ketentuan Pasal 
10 ayat (4) huruf g PP Jabatan PPAT. Untuk memperkuat kekaburan hukum 
tersebut Penulis akan memberikan sebuah contoh kasus yaitu A diberhentikan 
sementara dari jabatannya sebagai PPAT karena diberitakan telah membawa 
perempuan yang bukan istrinya untuk menginap di hotel bersamanya. 
Perbuatannya tersebut dikatakan sebagai perbuatan tercela sehingga A 
diberhentikan semetara dari jabatannya sebagai PPAT. Akan tetapi 
berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Singgih Kurniawan, SH., 
M.Kn. PPAT di Kota Banyuwangi mengandung banyak ketidak jelasan yaitu 
terkait perbuatan yang dilakukan oleh A adalah perbuatan yang dilakukan di 
luar jabatannya sebagai PPAT, lain halnya apa bila A melakukan 
perbuatannya tersebut dalam jabatannya sebagai seorang PPAT seperti 
melakukan tindakan seksual terhadap klien di Kantor Notarisnya.2  Lebih 
lanjut Bapak Singgih Kurniawan, SH., M.Kn. menjelaskan bahwa ketentuan 
																																								 																					
2  Wawancara dengan Bapak Singgih Kurniawan PPAT di Kota Banyuwangi Pada Tanggal 15 
Desember 2017 Jam 10.00-11.30 WIB. 
Pasal Pasal 10 ayat (4) huruf g PP Jabatan PPAT tidaklah jelas mengenai 
makna perbuatan tercela serta tolak ukur seseorang PPAT dapat dikatakan 
telah melakukan perbuatan tercela sehingga dapat menerima sanksi berupa 
pemberhentian sementara PPAT.3 
Kekaburan hukum tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya salah satu 
tujuan dibentuknya hukum yaitu untuk memberikan kepastian hukum terhadap 
masyarakat. Kekaburan dan ketidak pastian hukum tersebutlah yang 
mendasari peneliti untuk membuat penelitian lebih lanjut dengan mengangkat 
judul ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN 
SEMENTARA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (Tinjauan 
Terhadap Pasal 10 Ayat (4) Huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 
Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah). 
Berikut akan Penulis berikan tabel penelitian terdahulu sebagai acuan dan 
referensi serta akan dijelaskan perbedaan penelitian terdahulu dengan 
penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti untuk membuktikan originalitas 
dari penelitian ini. 
Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 
Tahun Nama dan 
Instansi Peneliti 
Judul Penelitian Rumusan Masalah 
2007 Sularto, SH., Analisis Yuridis 
terhadap 
1. Bagaimanakah dasar 
pemikiran seorang notaris 
																																								 																					













diberhentikan dengan tidak 
hormat akibat dinyatakan 
pailit?  
2. Apakah notaris yang telah 
melaksanakan putusan 
pailit atau yang telah 
melakukan perdamaian dan 
mendapatkan rehabilitasi 














Kasus di Kantor 
Wilayah Kementerian 
Hukum Dan Hak 
Asasi Manusia 
Republik Indonesia 
1. Apakah prosedur 
pemberhentian sementara 
terhadap Pegawai Negeri 
Sipil di Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Jawa 
Tengah yang diduga 
terlibat tindak pidana 




Jawa Tengah) 2. Apa implikasi hukum yang 
timbul karena 
pemberhentian sementara 
Pegawai Negeri Sipil di 
Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Jawa 
Tengah? 
Penelitian Sularto, SH., CN., MH. Yang berjudul Analisis Yuridis 
terhadap Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Tidak Hormat Notaris 
Akibat Dinyatakan Pailit tersebut membahas permasalahan mengenai dasar 
pemikiran seorang notaris dapat diberhentikan sementara dan diberhentikan 
dengan tidak hormat akibat dinyatakan pailit dan apakah notaris yang telah 
melaksanakan putusan pailit atau yang telah melakukan perdamaian dan 
mendapatkan rehabilitasi dapat diangkat kembali. 
Penelitian Almaarif Mahmud yang berjudul Kajian Yuridis Mengenai 
Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Yang Diduga Terlibat Tindak 
Pidana Penipuan (Studi Kasus di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jawa Tengah) membahas 
permasalahan mengenai prosedur pemberhentian sementara terhadap Pegawai 
Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Jawa Tengah yang diduga terlibat tindak pidana penipuan 
telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
implikasi hukum yang timbul karena pemberhentian sementara Pegawai 
Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Jawa Tengah tersebut. 
Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti dengan judul Analisis 
Yuridis Terhadap Pemberhentian Sementara Pejabat Pembuat Akta Tanah 
(Tinjauan Terhadap Pasal 10 Ayat (4) Huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 
Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah) ini 
membahas mengenai konsep perbuatan tercela sebagai salah satu syarat 
pemberhentian sementara Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah Peneliti uraikan di atas maka 
Peneliti merumuskan sebuah rumusan masalah yaitu bagaimanakah makna 
perbuatan tercela sebagai salah satu sebab pemberhentian sementara Penjabat 
Pembuat Akta Tanah (PPAT)? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah 
untuk menganalisis dan merumuskan makna perbuatan tercela sebagai salah 
satu sebab pemberhentian sementara Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 
D. Manfaat Penelitian 








Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, 
sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi 
dunia pendidikan khususnya untuk memberikan pemahaman mengenai 
konsep perbuatan tercela sebagai salah satu sebab pemberhentian 
sementara Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Peneliti 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 
peneliti mengenai makna dari kalimat perbuatan tercela sebagai salah 
satu sebab pemberhentian sementara Penjabat Pembuat Akta Tanah 
(PPAT). 
b. Bagi Pemerintah 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam 
memberikan penetapan  maupun putusan dalam lingkup hukum 
perdata di masa yang akan datang khususnya mengenai konsep 
perbuatan tercela sebagai salah satu sebab pemberhentian sementara 
Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 
c. Bagi PPAT 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan aturan dan 
kepastian hukum terhadap Ppat terkait konsep perbuatan tercela 
sebagai salah satu sebab pemberhentian sementara Penjabat Pembuat 
Akta Tanah (PPAT). 
d. Bagi Peneliti Berikutnya 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau 
dikembangkan lebih lanjut, serta dapat dipergunakan sebagai referensi 
terhadap Peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian yang 
sejenis di masa yang akan datang. 
E. Sistematika Penulisan 
Dalam sub bab ini akan diberikan gambaran sistematis mengenai penyusunan 
laporan penelitian yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Pemberhentian 
Sementara Pejabat Pembuat Akta Tanah (Tinjauan Terhadap Pasal 10 Ayat (4) 
Huruf G Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah). Berikut adalah pemaparan sistematika serta 
alur pembahasan dalam penelitian ini. 
BAB I :  PENDAHULUAN 
Dalam bab ini diuraikan mengenai konsep penulisan laporan penelitian yang 
terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat 
penelitian. 
BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang Penjabat Pembuat 
Akta Tanah (PPAT), pemberhentian sementara Penjabat Pembuat Akta Tanah 
(PPAT) dan kepastian hukum. 
BAB III :  METODE PENELITIAN 
Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, 
jenis bahan hukum, dan sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis 
dan penelitian ini. Serta menguraikan tentang teknik pengumpulan bahan 
hukum, teknik analisis bahan hukum, dan definisi konseptual. 
BAB IV :  HASIL PENELITIAN 
Dalam bab ini menjabarkan pembahasan mengenai hasil penelitian yang 
dilakukan terkait tema penelitian yang diambil penulis yaitu konsep perbuatan 
tercela sebagai salah satu sebab pemberhentian sementara Penjabat Pembuat 
Akta Tanah (PPAT). 
BAB V :  PENUTUP 
Dalam bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait hasil 
pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya yang membahas hasil 
penelitian. 
	
